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ABSTRAK

Bantuan hukum secara cuma-cuma atau Pro Bono merupakan suatu kewajiban yang melekat pada profesi advokat
yang mengemban istilah noble office atau profesi yang mulia. Di Indonesia, kewajiban advokat dalam
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat yang tergabung dalam
Perhimpunan advokat indonesia (Peradi), Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum Peradi, Anggara Suwahyu,
menyampaikan bahwa minat advokat anggota Peradi masih minim dalam memberikan bantuan hukum cuma-
cuma alias gratis. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana penerapan pemberian bantuan
hukum secara Pro Bono oleh advokat di Kota Padang sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta kendala yang dihadapi advokat dalam pemberian bantuan
hukum. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian bantuan hukum
secara Pro Bono dan apa kendala yang dihadapi oleh para advokat di Kota Padang. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum yuridis sosiologis dan sifat penelitian deskiptif dengan metode pengumpulan data melalui studi
kepustakaan (library research) dan wawancara (field research). Data yang diperoleh selama penelitian kemudian
diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil
penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap advokat-advokat di LBH Padang, PBHI Padang
dan Palito Law Firm menunjukan bahwa kesadaran advokat dalam memerikan bantuan hukum secara Pro Bono
masih terbilang minim. Hal tersebut dikarenakan kurang seriusnya organisasi advokat dalam memberikan
pengawasan kepada advokat dalam memberikan bantuan hukum. Selain minimnya pengawasan prilaku yang
menyimpang dari masyarakat juga membuat advokat acapkali enggan untuk memberikan bantuan hukum.
Advokat sebagai noble office dalam hal ini harus sadar akan kewajiban yang melekat pada profesinya untuk
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk mendukung maksimalnya pemberian bantuan hukum
tersebut negara dalam hal ini pemerintah berupaya untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas dan tegas
terhadap kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Pro Bono.
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